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MOTTO

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka
Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga”.

(HR Muslim, No. 2699)
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ABSTRAK

Pedoman pengadaan diwujudkan dalam Perpres No 12/2021, Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu pihak yang diberikan Diskresi dalam
penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS sendiri digunakan untuk menilai
harga pernawaran yang diajukan oleh penyedia, PPK diberikan kewenangan bebas
dalam menysun HPS dikarenakan belum jelasnya aturan mengenai penyusunan
HPS, didalam Perpres dan juga terdapat dalam Pasal 26 ayat 6 Bahwa HPS tidak
menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara, sehingga menjadi
permasalahan hukum apakah tindakan PPK dalam menetukan HPS tidak dapat
dikategorikan penyalahgunaaan wewenang dalam UU PTPK serta apakah Ratio
Decidendi putusan Hakim UU Tipikor terkait kesalahan prosedural penyusuan HPS
dapat dikategorikan adanya penyalahgunaan wewenang oleh PPK. Adapun tujuan
dalam penelitian ini mengkaji dan meneliti Konsep pengadaan barang/jasa, Konsep
diskresi pada PPK dalam menyusun HPS sehingga terjadinya kesalahan prosedural
tidak dapat dikategorikan adanya penyalahgunaan wewenang yang termuat dalam
Pasal 3 UU PTPK dan juga mengkaji putusan hakim mengenai kesalahan
prosedural oleh PPK dalam menetapakan HPS apaka sudah tepat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan tipe
penelitian teoritis (Theoretical Research) penelitian yang mendorong pemahaman
yang lebih lengkap yang berbasis konseptual pada prinsip hukum dan gabungan
dari serangkaian peraturan mengenai prosedur yang berkaitan dengan penilitan.
Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan
perundang- undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach) Pendekatan Kasus (Case Approach).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kesalahan prosedural dalam
pembuatan HPS oleh PPK tidak menjadi satu-satunya variabel adanya kerugian
negara, karena sifat dalam HPS tidak dapat dijadikan dasar dalam perhitungan
besaran kerugian negara karena HPS tidak menjadi harga yang mengikat dalam
pelaksanaan kontrak. harga perkiraan ini tidak harus memberikan jawaban harga
secara pasti, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin. PPK
dalam menetapkan HPS merupakan suatu diskresi yang bersifat mandat diberikan
oleh atasan agar mempercepat dan dapat terselenggaranya pengadaan yang baik.
PPK diberikan kebebasan dalam menentukan HPS, karena di dalam aturan Perpres
HPS terbilang belum cukup menjelaskan tata cara proses penyusunan, sehingga
PPK harus menggunakan interpretasinya sendiri dalam menetapkan.

Kata Kunci: Diskresi; Kesalahan Prosedural; Penyalahgunaan Wewenang.
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ABSTRACT

Procurement guidelines are embodied in Presidential Regulation No.
12/2021, Commitment Making Officer (PPK) as one of the parties granted
discretion in the preparation of the Self Estimated Price (HPS). HPS itself is used
to assess the bid price submitted by the provider, PPK is given free authority in
compiling HPS due to the unclear rules regarding the preparation of HPS, in the
Presidential Regulation and also contained in Article 26 paragraph 6 that HPS is
not the basis for calculating the amount of state losses, so it becomes a problem.
According to the law, whether PPK's actions in determining HPS cannot be
categorized as abuse of authority in the PTPK Law and whether the Ratio Decidendi
of Judges' Decisions on Corruption Law related to procedural errors in preparing
HPS can be categorized as abuse of authority by PPK. The purpose of this study is
to examine and examine the concept of procurement of goods/services, the concept
of discretion in PPK in compiling HPS so that the occurrence of procedural errors
cannot be categorized as abuse of authority contained in Article 3 of the PTPK Law
and also examines the judge's decision regarding procedural errors by PPK in
determining HPS is correct.

The research method used in this research is the type of theoretical research
(Theoretical Research) research that encourages a more complete understanding
that is conceptually based on legal principles and a combination of a series of
regulations regarding procedures related to research. The problem approach method
used is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach.

The results of this study indicate that procedural errors in making HPS by
PPK are not the only variable for state losses, because the nature of HPS cannot be
used as a basis for calculating the amount of state losses because HPS is not a
binding price in contract implementation. This price estimate does not have to
provide an exact price answer, but seeks to find the answer as close as possible.
PPK in determining HPS is a discretionary mandate given by superiors in order to
speed up and implement good procurement. The PPK is given the freedom to
determine the HPS, because the Presidential Regulation on HPS does not
sufficiently explain the procedures for the preparation process, so PPK must use its
own interpretation in determining.

Keywords: Discretion; Procedural Errors; Abuse of Authority.
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